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BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana  telah  diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);



15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian @ dan  Evaluasi  Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



20.

21.

22.

23.

24.

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia

Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019;



25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan;

Instuksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam

Pembangunan Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis;



31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata  Cara  Perencanaan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2016 — 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;



36.

37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tapin,;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapin;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati



Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

42. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintahan  Daerah adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Rebublik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tapin.
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik

sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 2
Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
ini, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX PENUTUP

BAB III
ISI DAN URAIAN
Pasal 3
Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB IV
MASA BERLAKU
Pasal 4

RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku

selama 5 (lima) tahun masa jabatan Bupati terpilih periode 2018 -

2023.
BAB V
PERUBAHAN
Pasal 5
(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

(2)

(3)

(4)

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara
penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar yang diakibatkan oleh
keadaan darurat (force majore); dan/atau

d. merugikan kepentingan nasional.

Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat

dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga)
tahun.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c¢ mencakup antara lain terjadinya bencana alam,

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan
kebijakan nasional.

Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
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(5) RPUMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(6) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian
sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian
sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan

perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 19 Maret 2019

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN
Diundangkan di Rantau

pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 04

. = » ? Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (418/2019)



